
                                

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM  DAN PERUMAHAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 04/PRT/M/2015 

TENTANG 

KRITERIA DAN PENETAPAN WILAYAH SUNGAI  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  

REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang : a. bahwa Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang 

Pengairan, diberi wewenang dan tanggung jawab untuk 

mengelola serta mengembangkan kemanfaatan air serta 

sumber-sumber air; 

   b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah 

sesuai asas otonomi daerah, dalam Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membagi sub-

bidang urusan sumber daya air menjadi kewenangan 

Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah 

daerah kabupaten/kota; 

  c. bahwa berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan 

Air, pengelolaan air dan/atau sumber-sumber air sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, didasarkan pada kesatuan wilayah 

tata pengairan yang ditetapkan berdasarkan wilayah sungai; 
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  d. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf c, diperlukan kriteria 

dan penetapan wilayah sungai; 

  e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu 

ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat tentang Kriteria Dan Penetapan Wilayah 

Sungai; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 

65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3046); 

  2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587); 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata 

Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3225); 

  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 

2015 tentang  Organisasi Kementerian Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 

2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 16); 

  6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 

08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 1304); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN 

PERUMAHAN RAKYAT TENTANG KRITERIA DAN 

PENETAPAN WILAYAH SUNGAI. 
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Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan : 

1. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah 

permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, 

air hujan, dan air laut yang berada di darat. 

2. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang 

terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah. 

3. Daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air 

yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan 

penghidupan manusia serta lingkungannya. 

4. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, 

memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, 

pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. 

5. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam 

satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya 

kurang dari atau sama dengan 2.000 km2. 

6. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu 

kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi 

menampung,  menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan 

ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah 

topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih 

terpengaruh aktivitas daratan. 

7. Pengelola sumber daya air adalah institusi yang diberi wewenang untuk 

melaksanakan pengelolaan sumber daya air. 

8. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 

kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil 

Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

9. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
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10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang pengelolaan sumber daya air. 

11. Gubernur adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah tingkat provinsi. 

12. Bupati/Walikota adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah tingkat kabupaten/kota. 

Pasal 2 

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Pusat, 

pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam 

menyelenggarakan tata pengaturan air nasional yang didasarkan atas wilayah 

sungai. 

(2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk menjamin terselenggaranya tata 

pengaturan air nasional yang baik pada setiap wilayah sungai guna 

mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk 

sebesar-besar kemakmuran rakyat disegala bidang kehidupan. 

Pasal 3 

Tata pengaturan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui 

pengelolaan sumber daya air. 

Pasal 4 

(1) Pengelolaan sumber daya air untuk air permukaan dilakukan oleh Pemerintah 

Pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota 

berdasarkan wilayah sungai. 

(2) Wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan: 

a. efektivitas pengelolaan sumber daya air dengan kriteria: 

1) dapat memenuhi kebutuhan konservasi sumber daya air dan 

pendayagunaan sumber daya air; dan/atau 

2) telah tersedianya prasarana sumber daya air yang menghubungkan 

daerah aliran sungai yang satu dengan daerah aliran sungai yang 

lain. 

b. efisiensi pengelolaan sumber daya air dengan kriteria rentang kendali 

pengelolaan sumber daya air; dan 
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c. keseimbangan pengelolaan sumber daya air pada daerah aliran sungai 

basah dan daerah aliran sungai kering dengan kriteria tercukupinya hak 

setiap orang untuk mendapatkan air guna memenuhi kehidupan yang 

sehat, bersih, dan produktif. 

Pasal 5 

(1) Pelaksanaan pengelolaan sumber daya air untuk air permukaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, gubernur, atau 

bupati/walikota. 

(2) Wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. wilayah sungai lintas negara; 

b. wilayah sungai lintas provinsi; 

c. wilayah sungai strategis nasional; 

d. wilayah sungai lintas kabupaten/kota; dan 

e. wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota. 

(3) Pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas negara, wilayah 

sungai lintas provinsi, dan wilayah sungai strategis nasional sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c menjadi wewenang dan 

tanggung jawab Menteri. 

(4) Pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d menjadi wewenang dan 

tanggung jawab gubernur. 

(5) Pengelolaan sumber daya air dalam satu wilayah sungai kabupaten/kota 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e menjadi wewenang dan 

tanggung jawab bupati/walikota. 

(6) Pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 

dilakukan oleh pengelola sumber daya air berdasarkan penugasan dari 

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan wewenang dan 

tanggungjawabnya dalam pengelolaan sumber daya air. 

Pasal 6 

Sebagian tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan sumber daya air dapat 

dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 7 

Kriteria penetapan wilayah sungai strategis nasional sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c, selain harus memenuhi kriteria sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5, harus memenuhi parameter sebagai berikut: 

a. potensi sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan lebih besar 

atau sama dengan 20% (dua puluh persen) dari potensi sumber daya air pada 

provinsi; 

b. banyaknya sektor dan jumlah penduduk dalam wilayah sungai yang 

bersangkutan: 

1) jumlah sektor yang terkait dengan sumber daya air  pada wilayah sungai 

paling sedikit 16 (enam belas) sektor; dan 

2) jumlah penduduk dalam wilayah sungai paling sedikit 30% (tiga puluh 

persen) dari jumlah penduduk pada provinsi. 

c. besarnya dampak terhadap pembangunan nasional: 

1) sosial: 

a) jumlah tenaga kerja pada lapangan kerja yang terpengaruh oleh 

sumber daya air  paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari seluruh 

tenaga kerja pada tingkat provinsi; atau 

b) pada wilayah sungai terdapat pulau kecil atau gugusan pulau kecil 

yang berbatasan dengan wilayah negara lain; 

2) lingkungan: 

a) terancamnya keanekaragaman hayati yang spesifik dan langka pada 

sumber air yang perlu dilindungi atau yang ditetapkan dalam konvensi 

internasional; 

b) perbandingan antara debit air sungai maksimum dan debit air sungai 

minimum rata-rata tahunan pada sungai utama melebihi 75 (tujuh 

puluh lima); atau 

c) perbandingan antara kebutuhan air dan ketersediaan air andalan 

setiap tahun pada wilayah sungai yang bersangkutan melampaui 

angka 1,5 (satu koma lima). 

3)  ekonomi: 

a) terdapat paling sedikit 1 (satu) daerah irigasi yang luasnya lebih besar 

atau sama dengan 10.000 (sepuluh ribu) ha; 
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b) nilai produktif industri yang tergantung pada sumber daya air pada 

wilayah  sungai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari nilai 

produktif industri pada tingkat provinsi; atau 

c) terdapat produksi listrik dari pembangkit listrik tenaga air yang 

terhubung dengan jaringan listrik lintas provinsi dan/atau terhubung 

kedalam jaringan transmisi nasional. 

d. dampak negatif akibat daya rusak air terhadap pertumbuhan ekonomi 

mengakibatkan kerugian ekonomi paling sedikit 1% (satu persen) dari Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) tingkat provinsi. 

Pasal 8 

(1) Wilayah Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dirinci dalam 

tabel yang tercantum dalam Lampiran I  yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

(2) Peta kodefikasi wilayah sungai seluruh Indonesia tergambar dalam peta yang 

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini. 

(3) Wilayah Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergambar dalam peta 

Wilayah Sungai yang tercantum dalam Lampiran III, Lampiran IV, dan 

Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri 

ini. 

Pasal 9 

Daerah aliran sungai yang berada pada pulau atau pulau-pulau kecil yang belum 

memiliki nama dan tidak tercantum dalam daftar daerah aliran sungai pada 

Lampiran Peta Wilayah Sungai dalam Peraturan Menteri ini, keberadaannya 

termasuk bagian dari Wilayah Sungai yang didasarkan pada batas Wilayah Sungai 

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang sama.  

Pasal 10 

Pengelolaan sumber daya air untuk pulau-pulau kecil yang tidak tercantum pada 

peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, menjadi satu 

kesatuan pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai yang berada pada 

wilayah administrasi yang bersangkutan.  
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Pasal 11 

(1) Penetapan Wilayah Sungai sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan 

Menteri ini, dengan tetap menjamin kebutuhan air baku bagi kepentingan       

Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

(2) Jaminan kebutuhan air baku untuk kepentingan Ibukota Negara Kesatuan    

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam pola 

pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada   

wilayah sungai yang bersangkutan. 

Pasal 12 

Penetapan Wilayah Sungai dapat ditinjau kembali apabila ada perubahan fisik     

dan/atau nonfisik di Wilayah Sungai yang bersangkutan yang mengakibatkan   

perubahan batas Wilayah Sungai dan/atau perubahan kelompok Wilayah Sungai. 

Pasal 13 

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum    

Nomor 39/PRT/1989 tentang Pembagian Wilayah Sungai dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku. 

Pasal 14 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan           

Menteri ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 429 

 
 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 18 Maret 2015 

 
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  

REPUBLIK INDONESIA 

 

ttd. 
 

M. BASUKI HADIMULJONO 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 24 Maret 2015 
 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

 

         ttd. 
 

YASONNA H. LAOLY 
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